KEPUTUSAN

 MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 21 TAHUN 1988

TENTANG

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN

APARATUR PEMERINTAH DESA/PEMERINTAH KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

: a. bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 diseluruh wilayah Republik Indonesia, anatara lain dimaksudkan guna mewujudkan aparatur Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif.

b. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembanguna, diperlukan aparatur pelaksana ditingkat Desa/kelurahan yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dilapangan dalam berbagai aspeknya.

c. Bahwa kenyataan menunjukkan tingkat kemampuan dan keterampilan Aparatur Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan belum memenuhi keinginan yang diharapkan sesuai dengan tuntutan dan tingkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

d. Bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan Aparatur  Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

:  1.  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor  5 Tahun  1979 Tahun tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pemilhan, Pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persayaratan, tatacara pengangkatandan pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 

: KEPUTUSAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR PEMERINTAH DESA /PEMERINTAH KELURAHAN.

Pasal 1

Peningkatan  kemampuan dan keterampilan Aparatur Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dilaksanakan dalam bentuk Latihan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan.
Pasal 2

(1) Peserta Latihan untuk Aparatur Pemerintah Desa terbadi atas tiga kelompok, yaitu:
a. Kelompok Pertama adalah Kepala Desan dan Sekretaris Desa.

b. Kelompok kedua adalah Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

c. Kelompok Ketiga adalah Ketua-ketua Bidang LMD.

(2) Peserta Latihan untuk Aparatur Pemerintah Kelurahan terbagi atas dua kelompok, yaitu :

a. Kelompok Pertama adalah Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan.

b. Kelompok Kedua adalah Kepala urusan dan kepala Lingkungan.

Pasal 3

Methode Latihan pendekatan methode belajar sambil bekerja.
Pasal 4

(1) Kurikulum Latihan untuk Aparatur Pemerintah Desa terdiri dari Materi dasar, Materi Pokok dan praktek Kerja, dengan jenis materi sebagai berikut;
Peserta Kelompok Pertama:

a. Materi Dasar
1) Ceramah mengenai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN, selama 2 jam.
2) Ceramah mengenai pengantar umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, selama 2 jam.
b. Materi Pokok:
1) Bahasan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, selama 8 jam.
a) Dasar Pengaturan.
b) Susunan Organisasi Pemerintah desa.
c) Kedudukan, tugas dan fungsi.

d) Kewajiban, hak dan wewenang.

2) Bahasan  mengenai Keputusan Desa, selama 8jam.
a) Dasar Pengaturan
b) Pengertian Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
c) Proses Penetapan Keputusan Desa.

d) Bentuk Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

3) Bahasan mengenai Sumber Pendapatan Desa, selama 8 jam.
a) Dasar Pengaturan.
b) Sumber-sumber dan jenis Pendapatan Desa.
c) Kekayaan Desa.

d) Pungutan Desa.

e) Pengurusan dan pengawasan Sumber Pendapatan Desa.

4) Bahasan mengenai APPKD, selama 8 jam.
a) Dasar Pengaturan.
b) Pengertian Anggaran Desa.

c) Pembagian Anggaran.

d) Proses Penetapan Anggaran.

e) Perubahan anggaran.
f) Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Desa.

g) Perhitungan Anggaran Desa.

5) Bahasan mengenai pertanggung jawaban Kepala Desa, selama 6 jam.
a) Dasar Pengaturan.
b) Tatacara memberikan pertanggung jawaban.
c) Tatacara memberikan keterangan pertanggung jawaban.

6) Bahasan mengenai Kerjasama dan penyelesaian Perselisihan, selama 4 jam.
a) Dasar Pengaturan.
b) Pelaksanaan kerjasama.
c) Penyelesaian perselisihan.

7) Bahasan mengenai Penetapan Batas Wilayah Desa, selama 4 jam.
a) Dasar pengaturan
b) Tatacara penetapan Batas Wilayah.

8) Bahasan mengenai Administrasi Pemerintahan Desa secara umum, selama 6 jam.
a) Dasar pengaturan.
b) Pelaksanaan Administrasi Umum.
c) Pelaksanaan Administrasi Penduduk.

d) Pelaksanaan Administrasi Keuangan.

c. Praktek Kerja, selama 24 jam.
1) Cara Penyusunan dan proses penetapan Keputusan Desa.
2) Cara Penyusunan dan proses Penetapan APPKD.
3) Cara penyusunan dan penyampaian pertanggung jawaban dan keterangan pertanggung jawaban.

4) Cara berpidato dan memimpin Rapat.

Peserta Kelompok Kedua:

a. Materi Dasar

1) Ceramah mengenai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN, selama 2 jam.

2) Ceramah mengenai pengantar umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, selama 2 jam.

b. Materi Pokok:

1) Bahasan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, selama 8 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Susunan Organisasi Pemerintah desa.

c) Kedudukan, tugas dan fungsi.

d) Kewajiban, hak dan wewenang.

2) Bahasan  mengenai administrasi Umum, selama 12 jam.

a) Dasar Pengaturan

b) Jenis-jenis administrasi umum

c) Bentuk dan cara pengisian Administrasi Umum.

3) Bahasan mengenai Administrasi penduduk selama 12 jam.
a) Dasar pengaturan.

b) Jenis-jenis Administrasi Penduduk.

c) Bentuk dan cara pengisian Administrasi Penduduk.

4) Bahasan mengenai Administrasi Keuangan, selama 12 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Jenis-jenis Administrasi keuangan.

c) Bentuk dan cara pengisian Administrasi keuangan.

5) Bahasan mengenai cara Penyusunan laporan, selama 8 jam.
a) Pengertian Laporan.

b) Jenis laporan.

c) Cara penyusunan dan penyampaian laporan.

c. Praktek Kerja, selama 24 jam.

1) Cara Pengisian Buku Administrasi Umum.

2) Cara Pengisian Buku Administrasi Penduduk.
3) Cara Pengisian Buku Administrasi Keuangan.

4) Cara Penyusunan dan Penyamapaian Laporan.

Peserta Kelompok Ketiga:

a. Materi Dasar

1) Ceramah mengenai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN, selama 2 jam.

2) Ceramah mengenai pengantar umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, selama 2 jam.

c. Materi Pokok:

1) Bahasan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, selama 8 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Susunan Organisasi Pemerintah desa.

c) Kedudukan, tugas dan fungsi.

d) Kewajiban, hak dan wewenang.

2) Bahasan  mengenai Pembentukan LMD, selama 10 jam.

a) Dasar Pengaturan

b) Tata cara pembentukan

c) Proses Penetapan.

3) Bahasan mengenai Administrasi penduduk selama 12 jam.

a) Dasar pengaturan.

b) Tata tertib Rapat
c) Penyusunan Berita Acara Rapat.

4) Bahasan mengenai Keputusan Desa, selama 10 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Pengertian Keputusan Desa.
c) Proses penetapan Keputusan Desa dan APPKD.

d) Bentuk keputusan Desa.

5) Bahasan mengenai Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa, selama 10 jam.

a) Dasar Pengaturan.
b) Tatacara penyampaian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban.

d. Praktek Kerja, selama 12 jam.
1) Pelaksanaan Rapat LMD.

2) Cara Penyusunan Berita Acara Rapat LMD.

(2) Setiap jam pelajaran sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 45 (empat puluh lima) menit.
Pasal 5

(1) Kurikulum Latihan untuk Aparatur Pemerintah Kelurahan terdiri dari Materi dasar, Materi Pokok dan praktek Kerja, dengan jenis materi sebagai berikut;

Peserta Kelompok Pertama:

a. Materi Dasar

1) Ceramah mengenai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN, selama 2 jam.

2) Ceramah mengenai pengantar umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, selama 2 jam.

b. Materi Pokok:

1) Bahasan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, selama 8 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan.

c) Kedudukan, tugas dan fungsi.

d) Kewajiban, hak dan wewenang.

2) Bahasan  mengenai Keputusan Kelurahan, selama 8jam.

a) Dasar Pengaturan

b) Pengertian Keputusan Kelurahan dan Keputusan Kepala Kelurahan.

c) Proses Penetapan Keputusan Kelurahan.

d) Bentuk Keputusan Kelurahan dan Keputusan Kepala Kelurahan.
3) Bahasan mengenai Pertanggung Jawaban Kepala Kelurahan, selama 8 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Tatacara penyusunan Pertanggung jawaban.
c) Tatacara penyampaian Pertanggung jawaban.

4) Bahasan mengenai kerjasama dan penyelesaian Perselisihan, selama 8 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Pelaksanaan Kerjasama.

c) Penyelesaian perselisihan.

5) Bahasan mengenai Penetapan Batas Wilayah Kelurahan, selama 8 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Tatacara Penetapan Batas Wilayah.
6) Bahasan mengenai Administrasi Pemerintah Kelurahan secara umum, selama 10 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Pelaksanaan Administrasi Umum
c) Pelaksanaan Administrasi Penduduk.

d) Pelaksanaan Administrasi Keuangan.

c. Praktek Kerja, selama 12 jam.

1) Cara Penyusunan dan proses penetapan Keputusan Kelurahan.

2) Cara penyusunan dan penyampaian pertanggung jawaban.

3) Cara berpidato dan memimpin Rapat.

Peserta Kelompok Kedua:

a. Materi Dasar

1) Ceramah mengenai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN, selama 2 jam.

2) Ceramah mengenai pengantar umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, selama 2 jam.

b. Materi Pokok:

1) Bahasan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, selama 8 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Susunan Organisasi Pemerintah desa.

c) Kedudukan, tugas dan fungsi.

d) Kewajiban, hak dan wewenang.

2) Bahasan  mengenai administrasi Umum, selama 12 jam.

a) Dasar Pengaturan

b) Jenis-jenis administrasi umum

c) Bentuk dan cara pengisian Administrasi Umum.

3) Bahasan mengenai Administrasi penduduk selama 12 jam.

a) Dasar pengaturan.

b) Jenis-jenis Administrasi Penduduk.

c) Bentuk dan cara pengisian Administrasi Penduduk.

4) Bahasan mengenai Administrasi Keuangan, selama 12 jam.

a) Dasar Pengaturan.

b) Jenis-jenis Administrasi keuangan.

c) Bentuk dan cara pengisian Administrasi keuangan.

5) Bahasan mengenai cara Penyusunan laporan, selama 8 jam.

a) Pengertian Laporan.

b) Jenis laporan.

c) Cara penyusunan dan penyampaian laporan.

c. Praktek Kerja, selama 24 jam.

1) Cara Pengisian Buku Administrasi Umum.

2) Cara Pengisian Buku Administrasi Penduduk.

3) Cara Pengisian Buku Administrasi Keuangan.

4) Cara Penyusunan dan Penyamapaian Laporan.

2) Setiap Jam pelajaran sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 6

Pengembangan materi dan jumlah jam latihan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Pasal 7

Latihan sebagai dimaksud pasal 1 Keputusan ini dilaksanakan di :
a. Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I atau wilayah Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk peserta Kelompok Pertama.

b. Ibukota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau di wilayah Pembantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk peserta kelompok Kedua.

c. Pusat Pemerintahan Kecamatan untuk peserta Kelompok Ketiga.

Pasal 8

(1) Para Pelatih/Instruktur diambilkan dari tenaga-tenaga teknis yang tersedia di Daerah, dengan ketentuan:

a. Untuk Pelatih/Instruktur Peserta Kelompok PErtama dari tenaga tehnis tingkat Propinsi Daerah Tingkat I.
b. Untuk Pelatih/Instruktur Peserta Kelompok Kedua dari tenaga tehnis tingkat wilayah Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
c. Untuk Pelatih/Instruktur Peserta Kelompok Ketiga dari tenaga tehnis tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Wilayah Pembantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

(2) Khusus untuk Pelatih/Instruktur Peserta Kelompok Kedua yang akan menyajikan materi Administrasi umum, Administrasi Penduduk dan Administrasi Keuangan, bila dipandang perlu terlebih dahulu mengikuti latihan Pelatih/Instruktur yang tehnis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.
(3) Penunjukkan para Pelatih/Instruktur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Pelatih/Instruktur Peserta Kelompok PErtama dan Peserta Kelompok Kedua, sedangkan untuk Pelatih/Instruktur peserta kelompok ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Pasal 9

Biaya penyelenggaraan latihan dibebankan pada APBD Tingkat I. APBD Tingkat II dan Subsidi Daerah Otonom/Perimbangan Keuangan Daerah Otonom yang diarahkan

Pasal 10
Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di 
: Jakarta

Pada tanggal 
: 10 Juni 1988
MENTERI DALAM NEGERI,

RUDINI

